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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun

2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota menjadi Undang-Undang, bahwa Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024.

Dengan demikian maka masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo

terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 akan berakhir pada

tahun 2024.

Selanjutnya dalam Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dijelaskan bahwa

Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil

Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

dilaksanakan pada bulan November 2024.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan

Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pendanaan kegiatan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

dibebankan pada APBD kabupaten/kota dan dalam hal pendanaan
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tersebut tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran,

Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan. Berdasarkan

ketentuan Pasal 80 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pembentukan dana cadangan

ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana

Cadangan.

Sesuai ketentuan huruf E PEMBIAYAAN DAERAH angka 3 sub c.

Pembentukan Dana Cadangan angka 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

Daerah, Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan

sekurang-kurangnya penetapan tujuan pembentukan dana cadangan,

program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari dana

cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus

dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana

cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Memperhatikan ketentuan Pasal 80 ayat (6) Peraturan Pemerintah

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan

Daerah tentang pembentukan dana cadangan harus ditetapkan sebelum

persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD atas rancangan Perda

tentang APBD.

Dalam Pasal 80 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun

2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa, Dana

Cadangan penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan

pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat

dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Namun pada ayat (2)

dijelaskan bahwa Dana Cadangan dapat digunakan untuk mendanai

kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan dalam hal ini adalah untuk kebutuhan Pendanaan Kegiatan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2)
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang

Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

B. Tujuan

Tujuan ditetapkannya Perda tentang Pembentukan Dana

Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2024

adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyisihan

penerimaan daerah yang peruntukannya digunakan untuk mendanai

kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2024, yang

penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun

anggaran.
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BAB II

DASAR HUKUM DAN MATERI MUATAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

I. DASAR HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah

Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 1950Nomor 41)  sebagaimana  telah  diubah  dengan

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas

Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Dati II Surabaya (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor19,TambahanLembaranNegara

Republik IndonesiaNomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang     Nomor     1    Tahun     2004     tentang

Perbendaharaan Negara  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);

5. Undang-Undang     Nomor     15    Tahun     2004    tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  66,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang   Nomor   12   Tahun   2011   tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia  Tahun  2011  Nomor  82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan  Perundang-undangan  (Lembaran  Negara Republik
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Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang   Nomor   23   Tahun   2014   tentang Pemerintahan

Daerah   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23,

Tambahan Lembaran  Negara  Nomor  5588)   sebagaimana  telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor   10

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang- Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 5898);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6322);

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Menteri Dalam  Negeri  Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan  Produk  Hukum  Daerah  (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana   telah   diubah

dengan  Peraturan   Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80

tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Dalam  Negeri  Nomor 54 Tahun 2019 tentang

Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Yang

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri  Dalam Negeri Nomor  41

Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota Yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 616).
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II. MATERI MUATAN

Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana

Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2024

memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Tujuan Pembentukan Dana Cadangan

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana

Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2024

adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyisihan

penerimaan daerah yang peruntukannya digunakan untuk mendanai

kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2024.

2. Penggunaan Dana Cadangan

Dana Cadangan ditetapkan untuk membiayai kegiatan Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2024 dan tidak dapat

digunakan untuk membiayai kegiatan selain yang ditetapkan dalam

peraturan daerah.

Biaya tersebut diperlukan untuk membiayai seluruh tahapan

penyelenggaraan Pilkada yang meliputi:

1. Tahap Persiapan pemilihan, meliputi:

a. Pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah mengenai

berakhirnyamasa jabatan;

b. Pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya

masa jabatan kepala daerah;

c. Perencanaan penyelenggaraan meliputi penetapan tata cara

dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah;

d. Pembentukan Panitia Pengawas, PPK, PPS dan KPPS; dan

pembentukan dan pendaftaran pemantau.
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2. Tahap Pelaksanaan meliputi:

a. Penetapan daftar pemilih;

b. Pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah dan wakil

kepala daerah;

c. Kampanye;

d. Pemungutan suara;

e. Penghitungan suara; dan

f. Penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah terpilih, pengesahan dan pelantikan.

3. Tahapan Penyelesaian meliputi:

a. Gugatan dan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan

Umum (PHPU); dan

b. Penyampaian dan laporan hasil pemilu.

3. Sumber Dana Cadangan

Sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Dana cadangan

bersumber dari penyisihan atas Penerimaan Daerah kecuali dari:

a. Dana Alokasi Khusus;

b. Pinjaman Daerah; dan

c. penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran

tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyisihan atas penerimaan daerah untuk dana cadangan dimaksud,

dilakukan setiap tahun anggaran selama kurun waktu 2 (dua) tahun

anggaran, terhitung mulai tahun anggaran 2022 dan tahun anggaran

2023. Namun demikian apabila dana cadangan dimaksud tidak

mencukupi untuk membiayai kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Situbondo Tahun 2024, maka kekurangan pembiayaan didanai

dari APBD tahun anggaran berkenaan.
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4. Besaran dan Rincian Tahunan Dana Cadangan

Besaran dana cadangan ditetapkan sebesar

Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah). Pertimbangan

penentuan besaran dana cadangan mengacu pada realisasi

kebutuhan biaya pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Situbondo Tahun 2020.

Besaran dana cadangan dimaksud telah dilakukan pembahasan dan

telah disepakati bersama oleh Bupati, Tim Anggaran Pemerintah

Daerah, dan unsur dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Situbondo.

Adapun rincian tahunan dana cadangan sebagai berikut :

1. Sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) pada

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;

2. Sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) pada

APBD Tahun Anggaran 2023.

5. Penempatan Dana Cadangan

Sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dana cadangan

ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam Rekening Kas Umum

Daerah.

Berdasarkan ketentuan huruf X. PENATAUSAHAAN PENGELUARAN

PEMBIAYAAN Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,

dijelaskan bahwa Dana cadangan untuk setiap tahun ditempatkan

pada rekening tersendiri untuk Dana Cadangan pada Bank Umum

yang ditetapkan Kepala Daerah dalam bentuk deposito dan/atau

investasi jangka pendek lainnya yang berisiko rendah.

Penunjukan Bank Umum harus memperhatikan ketentuan Pasal 126

ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
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tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu bank

umum yang sehat. Dalam penjelasan Pasal 126 ayat (1) disebutkan

bahwa yang dimaksud dengan "bank umum yang sehat" adalah bank

umum di Indonesia yang aman/sehat sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai

perbankan.

Sedangkan definisi bank umum berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka

3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah

bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional

dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

6. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban

Sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pencairan Dana

Cadangan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan daerah.

Pencairan Dana Cadangan digunakan untuk menganggarkan

pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening

Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan, sesuai dengan

jumlah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang

pembentukan Dana Cadangan bersangkutan. Posisi Dana Cadangan

dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan

pertanggungjawaban APBD. Sedangkan penerimaan hasil bunga/jasa

giro/imbal hasil/dividen/keuntungan (capital gain) atas rekening

dana cadangan dan/atau penempatan dalam portofolio dicantumkan

sebagai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menilik dari

wikipedia, istilah portofolio dalam dunia keuangan digunakan untuk

menyebutkan kumpulan investasi yang dimiliki institusi ataupun

perorangan.
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BAB III

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, mengingat besarnya

kebutuhan biaya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan tidak dapat dicukupi

dalam 1 (satu) tahun anggaran serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 2

ayat (3) Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Peraturan Daerah tentang

Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Situbondo

Tahun 2024 perlu untuk segera ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan

Daerah Kabupaten Situbondo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.


